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Misi Program Program
Asta Cita Prioritas Hasil Terbaik
Cepat
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Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi

Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945




8 MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

Memperkokoh ideologi Pancasila,
demokrasi, dan hak asasi manusia
(HAM).

Memantapkan sistem pertahanan
keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja
yang berkualitas, ¥ mendorong
kewirausahaan,mengembangkan
industri kreatif, dan melanjutkan
pengembangan infrastruktur.

Memperkuat pembangunan
sumber daya manusia (SDM),
sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga,
kesetaraan gender, serta
penguatan peran perempuan,
pemuda, dan penyandang

disabilitas.

N £l [

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi
untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah
untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum,
dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan
dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan,

alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.



Model Pencapaian Tujuan Nasional

1 Melindungi segenap bangsa Indonesia dun seluruh tumpoh dcrah Indonesia,

2 Memajukan kesejahteraan umum, \ |

3 Mencerdaskan kehidupan bangsa, -

Tujuan Nasiona 4 Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaon, perdamaian

abadi dan keadilan sosial,

G TATAKELOLA (GOVERNANCE)

R MANAJEMEN RISIKO (RISK)

HaN wz

C KEPATUHAN (COMPLIANCE)

L
EJ

SDM
MODAL
SDA
TEKNOLOGI

~ Information and
~ Communication

i Technology (ICT)

Perlindungan =
Sosial (Perhnsos) =




'epolisian bertuliskan Rastra Sewakottama artinya
i ah abdi utama pada nusa dan bangsa.

Perisal bermakna pelindung rakyat
dan negara.

Pancaran obor

Bermakna penegasan tugas Polri, disamping
memberikan sesuluh/penerangan, juga bermakna
penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar
pentingnya menjaga kamtibmas yang mantap.

Tangkal padi dan kapas

Menggambarkan cita-cita bangsa menuju
kehidupan adil dan makmur. Sedangkan 29
daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi
merupakan suatu pernyataan tanggal
pelantikan Kapolri pertama pada 29
September 1945.

3 Bintang

Bermakna Tri Brata sebagai pedoman
hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan
kuning adalah warna khas Polri.

Warna hitam

Lambang keabadian dan sikap tenang, mantap yang bermakna Polri tetap tenang dalam
situasi dan kondisi apapun; memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat
selalu berpikir jernih, bersih dan tepat dalam mengambil keputusan.



INDEKS INTEGRITAS NASIONAL

Survei L
Penilai%n




INDEKS INTEGRITAS HASIL SPI PADA POLRI
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HR Management System

HR Management System (sistem manajemen SDM) merupakan kebijakan dan praktik
SDM yang menggambarkan pendekatan organisasi dalam mengelola tenaga kerja

WORKFORCE
MANAGEMENT

A

A

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT




Klasifikasi/Model Kompetensi

Pengetahuan dan keterampilan

TERLIHAT yang dibutuhkan untuk
(Kompetensi Dasar) Kompetensi Fungsional melakukan suatu pekerjaan
= KECAKAPAN . .
) (Functional Competencies)
= hard competencies
= Kompetensi Teknikal
Kompetensi . .
TAK TERLIHAT Perilaku Kompetensi Kompetensi
(Kom_petensn Pembeda) (. Peran . Inti .
= KARAKTER ' Competencies) (Role Competencies) (Core Competencies)
= soft competencies
| | |

=|Kompetensi Fungsional

Karakteristik yang
dibutuhkan untuk
‘menyempurnakan’
suatu pekerjaan

=| Kompetensi Manajerial

= | Kompetensi Kepemimpinan

Peran yang harus

dijalankan anggota tim

Sumber: Competency Management — A Practitioner’s Guide; Dato’ R. Palan (2003)

=|Nilai-nilai Organisasi

Pembeda mendasar
antara satu organisasi
dengan organisasi
lainnya




STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SESPIMMEN

KETERAMPILAN KETERAMPILAN
UMUM KHUSUS

PENGETAHUAN




STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SESPIMTI

KETERAMPILAN KETERAMPILAN
UMUM KHUSUS

PENGETAHUAN




Pengujian Kompetensi dengan Beragam Evaluasi Training

Terdapat lima tingkat untuk mengukur efektivitas training namun umumnya
pengukuran yang dilakukan hanya sampai dengan level 2 saja

Dilakukan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi pada
evel 5: training dengan menggunakan cost benefit analysis

Dilakukan untuk mengukur keberhasilan training dari sudut
RESULT pandang bisnis dan organisasi

Dilakukan untuk mengukur apakah dampak dari training
Level 3: benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan di dalam

BEHAVIOR perilaku kerja sehari-hari

Dilakukan untuk mengukur seberapa jauh dampak dari
training yang diikuti dalam hal peningkatan knowledge,
LEARNING skill, atau attitude mengenai hal-hal yang dipelajari

Level 2:

Level 1: Dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan
REACTION peserta terhadap training yang diikuti berdasarkan
persepsi dan apa yang dirasakan oleh peserta

Keterangan: Pengukuran level 1 s.d. 4 diperkenalkan oleh Donald Kirkpatrick melalui disertasi (1954), jurnal (1959) dan buku ‘Evaluating
Training Programs’ (1994) sedangkan level 5 oleh Jack J. Philips dalam buku ‘Return on Investment in Training and PIP’ (2003)



SASARAN STRATEGIS ATAU INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET
STRATEGIS K/L 2025

01 Diklat Polri yang berkualitas

01.01 Indeks pembangunan dan pengembangan kapasitas SDM Polri 84%
02 SDM Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif

02.01 Indeks integritas dan kompetensi peserta didik dan lulusan 73%
02.02 Indeks kontribusi lulusan terhadap kinerja organisasi 85%
02.03 Indeks persepsi masyarakat terhadap lulusan diklat 85%
03 Pengkajian dan pngembangan diklat yang optimal

03.01 Presentase pemenuhan tindak lanjut hasil pengkajian 70%

penyelengaraan diklat

04 Kurikulum yang berkualitas

04.01 Skor keselarasan kurikulum dengan analisis kebutuhan 100%
Diktuk

04.02 Skor keselarasan kurikulum dengan analisis kebutuhan Dikbangum  100%

04.03 Skor keselarasan kurikulum dengan analisis kebutuhan Dikbangspes 100%

04.04 Skor keselarasan kurikulum dengan analisis kebutuhan Prolat 100%



Tahapan Integrasi SNI ISO 37001 :2016 ttg SMAP dan ISO 9001: 2015

ttg Sistem Manajemen Mutu
. - I

M) Tahapan Penerapan SNI ISO 37001:2016

Sertifikasi
I - Pemilihan lembaga sertifikasi

- Pelaksanaan audit sertifikasi
— - Perbaikan hasil audit
- Keputusan sertifikasi
- Surveilan di tahun berikutnya

_| Implementasi

-Sosialisasi Penerapan

Review Sistem -Implementasi sistem

-Audit Internal
-Tinjauan Manajemen
-Persiapan sertifikasi

—— Persiapan

Pengembangan -Training Awareness
Sistem I terhadap standar
- Pengembangan kebijakan dan -Gap Analysis
dokumentasi
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i<

|
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Peningkatan Kep Kasespim tentang
Kode Etik Civitas Akademika Sespim
menjadi Perkalem tentang Kode
Etik Pendidik, Tenaga Kependidikan,
dan Peserta Didik.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER/ / /2025

TENTANG
KEPUTUSAN KASESPIM LEMDIKLAT POLRI KODE ETIK PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
NOMOR : KEP / 47 / W | 2023 PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN POLRI KEPOLISIAN
TENTANG NEGARA REPUBIK INDONESIA

KODE ETIK CIVITAS AKADEMUKA SESPIM LEMDIKLAT POLRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KASESPIM LEMDIKLAT FOLRI,

Menimbang : Bahwa untuk mengatur tentang yang dimaksud dengan
perbuatan tercela yang diatur dalam kode etik profesi Polri
khususnya di fingkungan Sespim Lemdiklat Polri, dan untuk
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5
ayat (5) huruf a Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik
profesi Poli  khususnya dalam melaksanakan perintah
kedinasan berupa mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam
rangka pembinaan karer dan peningkatan kemampuan
profesionalisme Polr, maka perlu dikeluarkan keputusan
Kasespim Lemdiklat Polri;

Mengingat : 1. Undang-undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian
Megara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Momor 4 Tahun 2015 tentang Sistem
Pendidikan Polri;
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